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Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang berkaitan aspek keperdataan
meliputi antaralain kepemilikan tanah dan keabsahan peralihan hak merupakan kewenangan peradilan
umum. Keputusan yang berkekuatan tetap pengadilan umum akan menjadi dasar bagi pemenang sengketa
mengaj ukan pembatal an sertifikat pada Kantor Pertanahan. Sedangkan kewenangan untuk membatal kan
sertifikat sebagai obyek Tata Usaha Negaraitu sendiri merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara. Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Negatif dengan kecendrungan positip, Pihak Ketiga

Y ang Beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah tidak dilindungi oleh
Undang-Undang ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Dalam tesisini, penulis memfokuskan pada
kewenangan pembatal an sertifikat tanah dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan
perbuatan hukum peralihan hak atau pembebanan atas tanah yang sertifikatnya dibatal kan.

<hr>The authority to examine, hear and decide civil disputes relating to aspects which include land
ownership and validity of transfer of rightsisageneral judicial authority. The decisions of general court
shall be the basis for the winners of disputes to propose the cancellation of the certificate to the Land Office.
While the authority to cancel the certificate as an object of state administration is the authority of the State
Administrative Court. With the publication of the Land Registration System Negative to positive trends,
third party acting in good faith who do transfer or encumbrance of land rights are not protected by the Act
when the certificate is canceled. In this thesis, the author focuses on the land certificate revocation authority
and protection of third parties acting in good faith who take legal actions right transfer or encumbrance of
land certificates canceled.
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